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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuang_an antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 44:Ja); 

1. UAdang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemoeorukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950); 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas. maka susunan Organisas, dan Tata Kerja Sadan 

Pengelo!aan Keuangan dan Aset Daerah Ka!lupa;en Bekasi 
tersebut perlu ditetapkan denqan Peraturan Bupati. 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET OAtRAH 
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 
· a. bahwa bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 T ahun 2014 temang tentang 

Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bskasi, yang di 
dalamnya mengatur pembentukan Sadan Pengelolaan Keuangan 

dan Asel Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 58 pertu diso.,sun 
aturan pelaksanaannya ke dalam organisas, dan tata ketja yang 

meliputi kewenangan. tugas pokok dan fungsi sena ura,an tugas: 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 6 f ,-A /({flJ .1,tJ/{f 

TENT ANG 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

MEMUTUSKAN 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 ten:ang 

(!rganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8). 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 temang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T ahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah. Pemerintahan Daerah 

Provmsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko1a (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4737); 

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan,i Pemoentukan 

Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun 2011 Nomor 82; T ambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234): 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur s;po 
Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6. Tambahan Negara Nomor 5494): 

Menetapkan 



Dalam menyelenggaral<.an pelaksanan tugas, Sadan mempunyai kewenangan : 
1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU 

kabupaten. 

2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligas, daerah, sena BLU kabupaten. 

3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah. serta BLU kabupaten. 
4. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten. 
5. Pengelolaan DAU kabupaten/ kola. 

BAB II 
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesa1u 
Kewenangan 

Pasal2 

Dalam Peraturan uu yang dimaksud dengan . 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Oaeran sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Oaerah; 

3. Bupati adafah Bupati Bekasi; 
4. Sekretaris Daerah adafah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi; 

5. Sadan adafah Sadan Pengefo!aan Keuangan dan Aset Daerah; 
6. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Pengefofaan Keuangan dan Aset Oaerah, 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana yang 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab 
kepada Kepala Sadan: dan secara operaiona1 di koordinasikan oteh Camat: 

8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung 
kelancaran tugas pokok Sadan. 

9. Barang Mlllk Daerah yang selanjutnya diset>ut Asel Oaerah adalah semua barang 
yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belania Oaetah 

atau perolehan lainnya yang sah. 

SABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 



(2) Sadan dipimpin oleh seorang Kepala Sadan; yang berada di bawah can 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sel<tetaris Daerah 

(1) Sadan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengeloJaan 
keuangan dan aset. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 
Pasal3 

6 Pe aporan pengeio'aari DAU saoupaten. 
7 Usulan program dan keg,atan kabupaten unn.k cfldanai dari DAK 

8 Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK). 

9. Pengendaiian dan pelaporan penge!olaan DAK. 
1 o. Peny,apan data reabsasi penerima DBH kabupaten. 

11. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 
12. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 
13. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 
14. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 

15. Fasilitasi pengelolaan a set daerah pemekaran ska la kabupatan. 
16. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntans, pengelofaan keuangan 

daerah kabupaten dan desa. 

17. Penyusunan laporan keuanqan dan pertanggungjawaban pelaksaJlaan APBD 
kabupaten dan APB desa. 

18. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 
19. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya 

20. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan 
concurrent) 

21. F asilitasi penyusunan la po ran keuangan dan peJaksanaan APB desa, 



Sadan terdiri dari unsur-unsur: 
a. Pimpinan; 

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretatiat dan Sub Bagian; 

c. Pelaksana adalah Bidang. Sub Bidang-Sub Bidang, UPTO dan Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

BAB Ill 
ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Unsur-unsur Organisasi 

Pasal6 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasa 4 Sadan 
mempunyai fungs, : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bodang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelofaan keuangan dan aset 
daeran: 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o!eh atasan langsung sesua, dengan tugas 
dan fungsinya. 

- 

Bagian Keempat 

Fungsi 

Pasat 5 

Sadan mempunya1 tugas pokok melaksanakan kewenangan d1 bldang pengelofaan 

keuangan dan aset. 

9ag.an Ketga 
Tugas Pokok 

Pasal 4 



(2) Bagan Struktur Organisasi Sadan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 8 .tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Oaerah. 

g. UP-TD 

h. Kelompok Jabatan Fungsional: 

f.Bidang Akumasi. membawakan 

1) Sub Bidang Pembukuan; 
2) Sub Bidang Pengelolaan Data; 
3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 

e. Bidang Pengelolaan Aset, Akuntasi dan Pelaporan. membawakan 

1) Sub Btdang lnventarisasi dan Penilaian Asel 
2) Sub Bidang Pendayagunaan Asel: 
3) Sub Bidang Penertiban Aset. 

d. Bidang Perbendaharaan, membawakan 
1) Sub Bidang Belanja Langsung: 

2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Oaerah. 
3} Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. 

c. Bidang Anggaran, membawahkan : 

1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan. Belanja Tldak Langsung dan 

Pembiayaan: 

2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; 

3) Sub Bidang Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran. 

(1) Orqarusasi Sadan terdiri dari: 

a Kepala; 
b. Sekretariat membawahkan : 

1) Sub Bagian Perencanan: 
2) Sub Bagian Keuangan; 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Bagian Kedua 

Susunan Organ,sas, 

Pasal 7 



r. menyimpan uang daerah pada bank dan/atau lembaga keuangan lamnya 
yang telah ditunjuk; 

( 1) Kepala Badan; mempunya, tu gas pokok memimpin. merumuskan, 
mengoordinasikan, membina. dan mengevaluas, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kepala Sadan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut 

a merumuskan dan menetapkan program ketja Dinas sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas 

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pengelolaan keuangan 
daerah; 

c. menyusun kebijakan teknis pengelo!aan barang daerah; 

d. menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah: 
e. merumuskan penyelenggaraan penyusunan KUA· 
f. merumuskan penyelenggaraan penyusunan PPAS, 

9. menyelenggarakan penatausahaan pengelotaan keuangan daerah; 

h. menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan barang daerah: 
1. menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan 

Perubahan APBD; 

J. menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Oaerah; 

k. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

I. menyusuri kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
m. mengesahkan DPA-SKPD; 

n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD: 

o. memberikan petunjuk texnis pelaksanaan sis1em penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah; 

p. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. 

q. menyelenggarakan dan mengatur dana yang d1per1ukan dalam pelaJ<sanaan 
APBD; 

Bag.an Ket,ga 

81dang T"gas Unsur Organisas' 
Paragraf 1 

Kepala Badan; 
Pasal8 



penghapusan barang milik daerah sesual oatas kE!\venangannya, melalui 

Sekretaris Oaerah; 

jj. menyusun bahan persetujuan Bupab tentang usul pemanfaatan barang milik 

daerah selain tanah dan/atau bangunan. melalui Sekretaris Oaerah; 

kk. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan. dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati atau 

OPRO; 

II. menyelenggarakan dokumemasi kepemiukan barang daerah untuk 

kendaraan, tanah clan bangunan: 

hh. menyusun usulan pengajuan pemindahtanganan barang milik daerah yang 
rnemenekan persetujuan DPRD. melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan 

Pengajuan Bupati kepada OPRD; 

ii. menyusun bahan persetujuan Bupati tentang usu! pemindahtanganan dan 
- 

y. mengelola penagihan p1utang daerah: 

z. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

aa. menyelenggarakan informasi keuangan daerah; 

bb. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan setta pengnapusan 

barang milik daerah: 

cc. merumuskan penyusunan konsolidasi LKO; 

dd. menunjuk kuasa BUD untuk melaksanakan rugas peny,apan anggaran kas. 

penyiapan SPD penerbitan SP20 dan peny,mpanan seluruh bukti asli 

kepemilikan kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

ee. meneliti dan menyusun bahan persetujuan sekretaris Oaerah mengenai 

rencana kebutuhan barang milik daerah: 

ff. meneliti dan menyusun bahan persetujuan sekretaris Oaerah rnengena, 

rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milil< daerah: 

gg. menyusun bahan penetapan Bupati tentang penggunaan. pemanfaatan atau 

pemindahtanganan tanah dan bangunan melalui Sekretaris Daeran: 

v. 

u. menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

menyelenggarakan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah 

daerah: 
w. menyelenggarakan pembenan pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

x. mengelola utang dan piutang daerah; 

s menetspcan SPO 

t. menye,enggarakan penempatan uang daerah dan menalavsahakan 

investasi: 



Supati kepada Menteri Keuangan; 
yy. menyelenggarakan koormnasi dengan dinas lain: 
zz menghimpun, mengolah dan menganaCsa data serta penyajian data has,! 

kegiatan urusan pelayanan Sadan; 
• aaa. menyusun bahan laporan akuntabilttas kerja Sadan: 

bbb. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan Sadan; 

ccc. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dalam lingkup 9adan: 
ddd. melakukan pemeliharaan barang milik daerah dalam fingkup Sadan; 
eee. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya: 
fff. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sadan: 
ggg. memberikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada atasan. 
hhh. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasa!ahan lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

WW. 

vv, 

uu. 
- n, 

ss. 
rr. 

qq. menyelenggarakan administrasi pendapatan. keuangan dan aset daerah di 

lingkungan Sadan: 
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Sadan; 
melakukan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada 

dalam penguasaan Sadan; 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Oinas 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. 
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaan Sadan: 
menyiapkan laporan Sarang Pengguna Semesteran (LBPS) dan laporan 
Sarang Pengguna Tahunan (LSPT) yang berada dalam penguasaan Sadan: 
menyiapkan laporan keuangan Oinas sebagai bahan penyusunan laporan 
keuangan Oaerah; 

xx. mengoordinasikan penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan barang alas pelaksanaan dana tugas pembantuan di SKPD Kabupaten 
Sekasi setiap ttiwulan dan akhir tahun sebagai bahan penyampaian .aporan 

mm. me:aku,can koorcnass ca.am petaxsanaae mventansas. bara.ng milik daerah: 

nn membina dan mengevaluas, program dan kegiatan Sadan Pengelolaan 

Keuangan dan Ase! Oaerah, 
oo. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemenntah provinsi. 

pp. menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan 

daerah kabupaten yang dttugaspembantuankan kepada pemerimah desa 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 



(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekrerariat rnembawahkan · 
a. Sub Bagian perencanaan; 
b. Sub Bagian keuangan; 

c. Sub Bagian umum dan kepegawaian. 

(1) Sekre:ariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunya, tugas pokok 

- memimpin. merencanasan, mengatur. me<igoordinasikan dan mengendalikan 
kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta 
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Sekretariat menyelenggarakan koordinasi antar bidang. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 
Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan petunjuk tekms penyetenggaraan admmistrasi 

umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan. evaluas, dan 
petaporan; 

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan 
kepegawaian: 

c. pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan 
kepegawaian serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan; 

d. pengoordmasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang: 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya 

Sekretariat 
Pasal9 

Paragraf 2 

it manbag, tugas dan memben pe1unjuk kepada bawahan umuk ke.ancaran 
pe.aksanaan tugas: 

ID merulai hasil kerja bawahan secara bel)enJang untuk bahan 
mengembangkan karier; 

'<kl< melaporkan hasrl pelaksanaan rugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
ffJ melassanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh etesan 



dan akhir masa jabatan Bupati: 

g. mengoordinasikan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Ookumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (OPPA) Sadan: 
h. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntab,Jitas k1nerja Sadan: 
i. menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administtasi umum. 

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluas, dan pelaporan: 

J. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, 
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan evatuasi dan pelaporan: 

k. Melaksanakan penatausahaan keuangan atau veriflkasi yang berkaltan dengan 

dokumen keuanqan; 

I. mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas dalam rangka menghimpun 
perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data sena laporan hasil 

kegiatan: 
m. mempelajari, memahami dan melaksanal<an peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan bidang tugasnya: 

n. memberikan saran dan pert,mbangan teknis admin strasi umum. keuangan dan 
kepegawaian serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan kepada atasan; 

o. menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada 

atasan: 

e. mengoordinasikan banan penyusunan LPPD tahunan dan f,ma tahunan Oinas di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagai bahan penyusunan LPPD 
tahunan dan lima tahunan Kabupaten; 

f. mengoordinasikan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan 1,ma tahunan Omas di 

bidang pengelolaan keuangan dan a set sebaqai bahan penyusunan LKP J tahunan 

d. 

c. 

Sekretans dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 9. mempunya, uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusuo program kerja sekretariat sebagai pedoman petaksanaan tugas; 

b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan skala prioritas dan dana yang 

tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
mengoordinasikan bahan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD Dinas sebagai 

bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; 
mengoordinasikan bahan penyusunan Rencana Scrategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas sebagai pelaksanaan RPJPD. RPJMO dan RKPD Kabupaten. 

Pasal 10 



Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai urasan rugas 
sebagaibenkut 

a. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman petaksanaan 
tugas; 

b. merencanakan operasional Sub Bagian Perencanaan berdasarkan skala priorilas 
dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 12 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 
Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegia!an perencanaan. evaluasi dan pelaporan yang mefiputi 

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari 
masing-masing bidang pada Sadan; 

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang melipu1i 

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan can 
masing-masing bidang pada Sadan; 

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang 
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan. evaluasi dan laporan 
dari masing-masing bidang pada Sadan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas can 
fungsinya. 

(2) 

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokol< merencanakan kegiatan. 

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan admmsstrasr 
perencanaan. evaluasi dan pelaporan pada Dinas. - 

Pasal 11 

P merr:oag. rugas dan member perur;1ul< kepaaa nawanan untuk xetancara.n 

pe,aksanaan rugas 

q. menuai has,I kens bawahan secara berjenjang dengan jalan memonilor dan 

mengevaJuasi hasil keqanya untuk bahan pengembangan karier; 
r melaporkan hasil pelaksanaan tugas danzatau keg,atan kepada atasan. 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibelikan oleh atasan, 



. 
n. menyusun rekaprtulas, bidang-bidang lmgkup Dinas dalam penyusunan laporan 

kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provins,; 

o. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah 
yang ditugaspembantuankan kepacla pemerintah desa sesua, dengan lingl<up 

tugasnya; 
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas clan menginventansasi permasalahan dalam 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya: 
q. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Perencanaan: 
r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraiuran perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

s. membenkan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan: 

pendapatan. administrasi keuangan dan aset sebagai oanan penyusunan LKPJ 
tahunan dan akhir masa jabatan Supati: 

g. menghimpun bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Ookumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
(DPPA) Sadan; 

h. menghimpun, msmaduserasikan dan mengolah pereocanaan program can kegiaran 
dari bidang-bidang pada Sadan: 

i. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sadan; 
J. menyusun bahan laporan akuntabihtas kinerja Dinas sebagai penanggungjawaban 

kepada Bupati; 
k. menghimpun, mengolah dan menganatisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

masing-masing bidang; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasafahan di lingkup 

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya. 
m. menghimpun mengolah. menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan 

masing-masing bidang; 

f. 

e. 

d 

e mengn,mpun banan penyusunan RJPD RP JMD dan RKPD Dinas dan rnasmq­ 
mas,ng b,dang sebagai oanan penyusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD 

Kabupaten. 
mengpmpun bahan penyo;sunan Rencana Strategis (Reosira) dan Rena,na Kelja 
(Ren,aJ Dinas dari masi'>g.m.lsing bidang sebaga, pelaksanaan RPJPD. RPJMD 

dan RKPO Kabupaten; 
mengumpulkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas di 
bidang pendapatan, administrasi keuangan dan asset sebagai bahan penyusunan 

LPPD tahunan dan lima tahunan kabupaten: 
mengumpulkan bahan penyusunan LKP J tahunan dan lima iahunan clalam bK!ar,;i 

- 



Sub Sagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian rugas sebagai 
berikut 

a. menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pe!aksanaan , 
tugas; 

b. menyusun rencana operasional Sub Sagian Keuangan berdasal1<an skala prioritas 

dan dana yang tersedia sebaga, dasar dalam pelaksanaan tugas: 
c. menyusun rencana kerja administrasi keuangan Sadan; 

d. membantu can menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di r.ngkungan 
Sadan sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

e. meneliti kelengkapan pembayaran yang merupakan kewajiban Sadan; 
f. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil ungkup Sadan: 

g. menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akumansi penerimaan kas. 
akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset telap dan akuntansi selain kas: 

h. menyusun laporan keuangan Sadan; 

Pasal 14 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 

Sagian Keuangan mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Sadan: 
b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Sadan; 

c. pembagian petaksanaan tugas administrasi keuangan pada Sadan: 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

- 
(1) Sub Sagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan. 

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pe!aksanaan administtasi 
keuangan pada Oinas. 

Pasal 13 

w melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan. 
v. 

menitai has·r kerja bawahan dengan jaran memonito; dan mengevaluasi hasil 
kerjanya untuk bahan pengembangan xarier: 
menyusun laporan pelaksanaan tuqas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

u 

t membag iugas Oa'l r-emoen pe:~flJ\'< kenada bawanan un~uk kelar>earan 
pelaksanaan tugas 



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebaga,mana dimaksud pada Ayat (1). Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi . 
a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian. kehumasan dan 

dokumentasi, perfengkapan, perbekalan dan keper1uan atat tuflS serta ruang 

perkantoran; 
b. petaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian kehumasan dan 

ookemsntasi. perlengkapan. perbekalan dan keperluan ala! tulis serta ruang 

perkantoran; 

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warl<at. kepeoa111aian. k~llum~~n 
dan dokumentasi. perlengkapan, perbekalan dan kepetluan alat tubs sens 
ruang perkantoran; 

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan 
kegiatan. melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol peraksanaan tata walkaL 

kepegawa,an. kehumasan dan dokurnentasi, pertengkapan. perbekalan dan 

kepertuan alat tulis serta ruang perxantoran pada Sadan. 

Pasal15 - 

~engeva uas pelaksanaa"l tugas can meng1nventarisas, pennasatahan hngkup 

tugas serta mencari arternattf pemecahannya· 
J. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan SUb Bagian Keuangan; 
k. mempelajari. memahami can melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berxanan dengan bidang tugasnya 
I. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan: 
m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memon~or dan mengevaluasi hasil 

kerjanya untuk bahan pengembangan karier 
o. menyusun laporan pelaksanaan tugas daniatau kegia!an kepada atasan; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Sub Bag,an Umum dan Kepegawaian dipimpin o!eh seorang Kepala. mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a menyusun program keija Sub Bagian Perencanaan sebaga1 pedoman pe.axsanaan 

tugas: 
b. merencanakan operasional Sub Bag,an Umum dan Kepegawafan befdasarkan 

skata priolitas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan IUgas; 

c menyusun rencana keg,atan urusan tata warxar, kepegawaian, kehumasan dan 

dokumentasi, pertengkapan, perbeka!an dan keperfuan ala: rutis sena ruang 

perkantoran Badan; 
d melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengalUran pengelo!aan surat masuk 

surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegoatan Badan 
e. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan. 

f. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperfuan a!at tufis kantor 
(ATK), kebutuhan pertengkapan, ATK, perbeka!an serta ruang Badan; 

g. menyusun rencana kebutuhan barang Badan; 

h. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Sadan. 
i. me!aksanakan penyusunan dafiar kebutuhan barang hngkup Sadan; 

j. me!aksanakan pengadaan perlengkapan, perbeka'an, pemeliharaan atau penalaan 
gedung kanto« dan keperluan a!at tutis kantor (A TK) Sadan; 

k. me!aksanakan penyusunan daftar barang Dinas menurut pengolongan clan kodifil<asi 

barang; 
!. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Karru lnve<t:aris Barang A, B. c. 

0. Edan F, 
m. melaksanakan dokumemasi kepemilikan barang se!ain kendaraaa, tanah dan 

bangunan: 

n. me!aksanakan penyiapan bahan sensus barang mitik daerah d, Dinas sebagaJ bahan 
penyusunan Buku lnventaris dan Suku lnduk lnventalis barang mitik peme,intah 
daerah; 

o. pendistribusian perlengkapan dan keperfuan a!at rufis kamor (ATI<) pada Sadan. 
p. menganalisa dan menyusun usu!an penghapusan aset Sadan; 

q. menyusun bahan pengajuan pene!apan status untuk penguasaan dan penggunaan 
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APSD dan pemlehan laJnnya yang 
sah: 

r. metaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaan Sadan: 

Pasa• 16 



(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok 

merencanakan operasional. mengelola. mengoorcfinasikan. mengendalikan. 

mengevaluasi dan meiaporkan kegiatan penyelenggaraan penyusunan anggaran. 

Paragraf 3 

Bidang Anggaran 

Pasal17 

s. ;ner:yusun usuian pemtnaa.htanganan barang mmx: daerah beru:pa tanan 0-ani-a-~.:.1 

t>angunan yang tidak memerlukan perse!uJJan DPRD dan barang llll~k daerah selalll 

tanah dan bar,gunan- 

l melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Sadan mebpu!J tayanan 

adrmmstrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB). daftar urut kepangkatan 

(DUK). data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karisl KaJsu. tulljangan anal< atau 

keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan foonasi pegawaj. 

membuat usulan izin belajar, memooat usulan izin diklat. kesejahteraan pegawai 
penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian 

Angka Kredft (PAK) Jabatan FungsionaJ, pembinaanlteguran disiplin pegawai, 

membuat konsep usulan cut pegawai sesuai aturan yang ber1aku, membuat konsep 

pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhelltian dan PMQangkatan 

dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi 

pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar 
Penilaian Sasaran Kerja Pegawai ($KP); 

u, mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Sadan; 

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan me119inventarisasi permasalahan di i.~gkup 

tugasnya serta mencan altematif pemecahannya· 

w. melaksanakan pengawasan internal di fingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian: 

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaean dengan bidang tugasnya; 

y. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

z, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat be,jalan lancar. 

aa. menilai hasil kerja bawahan cfengan jalan memonltor dan mengevaklasi hasd kerjanya 

untuk bahan pengembangan karier; 

bb. menyusun laporan pelaksanaan tugas danlatau kegiatan kepada atasan; 

cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh atasan 



Bidang Anggaran dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

dirnaksud pada Pasal 17 mempunyai ura,an tugas sebagai berikuc 
a. merencanakan program kerja Bidang Anggaran sebagai pedoman peiaksanaan 

tugas; 
b. merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan skala prioritas dan dana 

yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; 
c. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinel]a bidang anggaran yang akan 

dikoordinasikan oleh Sekretariat sebaga, pertanggungJawaban Kepala Sadan 

Pengelotaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati; 

d. mengelola dan menganahsa urusan pengelolaan anggaran daerah: 

e. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi penyusunan APBD. 

f. menyelenggarakan dan melaksanakan koord,nasi penyusunan perubahan APBO; 
g. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan anggaran kas (cash budget). 

h. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penelrtlan 
RKA-SKPD; 

i. menghimpun, menganalisa, mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan dan 
penyelenggaraan penyusunan APBO; 

J. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Oaerah sebagai pengguna anggaran; 

Pasal 18 

(3) Dalam menyeienggarakan tugas pokok dan iungsi Bidang Anggaran. 

membawahkan : 
a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan. Belania Tidak Langsung dan 

Pembiayaan; 
b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; 
c. Sub Bidang Penyusunan dan Penetaahan Kebijakan Anggaran. 

(2) Untuk meraksanaxan tugas pokok seoaga.mana dimal<sud pada Ayat (1), Bidang 

Anggaran mempunyai lungsi · 
a perencanaan operaslonaf kegiatan anggaran: 
b. penyelenggaraan kegiatan anggaran; 
c. pengendalian dan pembinaan penye!enggaraan kegiatan anggaran; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Langsung dan 
pada Ayat (1), Sub (2) Untuk melaksanakan tugas pokok seba9aimana dimaksud 

BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak 

Pembiayaanmempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan Sub BidangAnggaran Pendapatan, Belanja Tidak 
Langsung dan Pembiayaan: 

(1) Sub Bicfang Anggaran Pendapatan. Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 
mempunyai tugas pokok merencanakan keg,atan, me.aksanaJ<an, membagi tugas 

dan mengontrol kegiatanteknis dan administras penyelenggaraan penyusunan 
anggaran pendapatan, belanja bdak langsun9 dan pemo,ayaan. 

Pasal 19 

x. metaporxan hasil pelal<.sanaan tugas darliatau kegiatan kepada atasan; 

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d,berikan oleh atasan. 

k memperumggung;awabkan taporan-taporan Kegiatan. keuangan secara bulanan 

tnwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pacfa Sadan 

Pengelolaan Keuangan can Aset Oaerah: 

I. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang anggaran: 
m. menyelenggarakan koorcmasi dengan bidang lain 
n. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

urusan pelayanan Bidang Anggaran; 
o. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan lingkup bidang 

tugasnya; 
p. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Anggaran; 

q. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang 
Anggaran; 

r. metaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Anggaran: 
s. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan Bidang Anggaran. 

I. memberikan saran dan pertimbangan texrus bidang tugasnya kepada atasan; 
u. metaksanakan evaiuast tugas dan menginventarisasi permasalahan fingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 
v membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas: 

w. menilai hasil keqa bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangKan 
karier; 



bidang pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; 

j. meny,apkan bahan penyusunan APBO dengan unn kerja terkait yang 
dikoordinasikan olen Sekretans Daerah bidang penda.patan belanja tidak tangsung 
dan pembiayaan daerah: 

k. melaksanakan penyusunan Rancangan APBO dan perubahan APBO bidang 

pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; 

g 

melaksanakan verifikasi dan menelib Rer:cana Kegiatan Anggaran SKPD bidang 
pendapatan belanja tidak langsung can pembiayaan; 

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan perunjuk pelaksanaan kegiatan 

penyusunan, perubahan dan penger!dalian anggaran pendapatan lldak langsung 
belanja dan pembiayaan. 

h. memeriksa dan meneliti usulan belanja lidak langsung dan pembiayaan: 

i. menyiapkan konsep rancangan Peraturan Oaerah APBD dan perubahan APBD 

• 
f. 

Sub Bidang Aflggaran Pendapatan. Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaandipimpin 

o!eh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebaga, benkut: 
a. menyusun program kerja Sub BidangAnggaran Pendapatan. Belanja T!dak 

Langsung dan Pembiayaan sebagal pedoman pe!aksanaan tugas; 
b. merencanakan operasional Sub BidangA!lggaran Pendapatan. Belanja T!dak 

Langsung dan Pembiayaanberdasarkan skala pnontas dan dana yang tersedia 
sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas: 

c, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan penge!olaan 
anggaran betanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; 

d. merumuskan dan menyetenggarakan penyusunan anggaran kas (cash budget} 

bidang be!anja tidak langsung dan pembiayaan daerah, 

e. menghimpun bahan penyusunan Rancangan APBO dan perubahan APBO bidang 
pendapalan belanja tidak langsung dan pembiayaan; 

Pasal 20 

b oe-axsanaan Sui:> BldangAngga,an Peodapatan. Be.anJa TIC!ak Langsung can 
Pemb,ayaan. 

c pembagian pe!aksanaan tugas Sub BidangAnggaran Pendapatan Belanja 
Tidak Langsung dan Pembiayaan: 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan rugas dan 

iungsinya. 



(1) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsungmempunya, tugas pokok merencanakan 
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengomrol kegiaiaan tel<nis dan 

administrasi penyelenggaraan penyusunan anggaran belania langsung. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 

Bidang Anggaran Belanja Langsungmempunyai fun9si · 
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung· 

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran Belan1a Langsung; 
c. pembagian pelaksanaan tugas SUb Bidang Anggaran Belanja Langsung 

Pasal21 

q. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinetja; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan rnenq.nventarisasl pennasalaf\an di lingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

s. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Anggaran 

Pendapatan. Selanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; 

t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bic!ang tugasnya; 

u. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

v membagi rugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk ke!ancaran 

pelaksanaan tugas: 

w. menilai hasil ketja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

y. melaksanakan tugas kedmasan lamnya yang dibenl<an oleh atasan 

o. 

n. 

m 

l rrengr, mpun bahan perumusan A"BD can Peruba.'lan APBD bidang pendapatan 

be,anJa ndak langsung oan pembiayaan daerah: 

mengh,mpun bahan Rancangan penJabaran APBD dan perubahan APSD b1dang 

pendapatan belanja tidak Jangsung dan pembiayaan daerab: 

menyusun dan menghimpun bahan pertanggung jawaban kepala daerah tenta119 

APBD bidang pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; 

menghimpun cahan-bahan perencanaan kegiatan evaluasi dan laporan hasil 

keglatan; 

p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasll kegiatan; 



I. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinetja. 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengmventarisasi permasalahan di lingl<up 
tugasnya serta mencari altematif pernecanannva: 

n melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Anggaran Belanja 
Lang sung; 

o. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan rugas; 

p. memberi saran dan pertimbangan tekrus kepada atasan. 
q. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk ke,ancaran 

pelaksanaan tugas: 

J. • menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan. evaluasi dan laporan hasil 
kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung: 

k menghimpun, menqolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan; 

- 

Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh SeOrang Kepala mempunyai 

ura,an tugas sebagai berikut 
a menyusun program kerja Sub Bidang Anggaran Be!anja Langsung.sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas: 
b. merencanakan operasional Sub Bidang Anggaran Belanja Langsungberdasarl<an 

skala priontas can dana yang tersedia sebagai dasar caiam pelaksanaan togas. 

c. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan pengelo!aan 
Anggaran Belanja Langsung: 

d. menghimpun bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD bidang 
belanja langsung: 

e. menyiapkan bahan perubahan penyusunan RKA SKPD, 

f. menyiapkan bahan pembahasan penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran 
(RKA) SKPD - RKA SKPKO dan RKAP SKPD, RKAP SKPKD: 

g. metaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 
bidang belanja langsung; 

h. menghimpun bahan perumusan APBO dan perubahan APBO bidang belanja 
langsung: 

1. menghimpun bahan rancangan penjabaran APBD dan rancangan perubahan 
penjabaran APBD bidang belanja langsung: 

Pasal22 

d per.a,csanaan tugas lam yang dtoenkan o eo atasan sesuai dengan tugas dan 

fungs,nya 



• Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut 

a menyusun program ke,ja Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan 
Anggaran sebagai pedoman pelaxsanaan n,gas; 

b. merencanakan operasional Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan 
Anggaranberdasari<an skata prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. menghimpun dan mengolah bahan evaiuas' program dan kegiatan penyusunan 
dan penelaahan kebijakan anggaran; 

d. menyelenggarakan dan mengkodinasikan peny,Jsunan APBO dan perubahan 
APBO; 

e. menyusun kebijakan kepala daerah terkait pengeJuaran belanja subsidi. hibah. 

bantuan sosial. bantuan keuangan dan belanja tak terduga; 
f. menyiapkan bahan pedoman penyusunan RKA SKPO - RKA SKPKO: 

- Sub Bidang Penyusunan dan Pene!aahan Kebijakan Anggaran dipimpin oten seorang 

Pasal24 

(1) Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas 
pokok merencanakan kegiatan, melal<sanakan. membag, tugas dan mengontrol 

kegiatan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyusunan dan penelaahan 
kebijakan anggaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 
BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan 

Anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan Kebijakan 

Anggaran: 
c. pembagian pelaksanaan rugas Sub BidangPenyusunan dan Penelaahan 

Kebijakan Anggaran; 
d pelaksanaan rugas lain yang dibelikan oleh atasan sesua, dengan rugas dan 

fungsinya. 

Pasal 23 

, 1T'en11.a, has,1 keqa bawanan unn.< banan peogembangan kaner. 

s me.aoorkao nasu petacsanaan tugas dan/atau keg,atan kepaoa atasan; 

t. melaksanakan tvgas kedmasan la:nnya yang diberikan oleh atasan. 



(3) Oalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perbendaharaan, 

membawahkan : 
a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pemoiayaan . 

(2) Untuk melaksanakan rugas pokok sebaqasnana dimaksud pada Ayat (1), Bidang 

Perbendaharaen mempunyai fungsi : 
a. perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan, 

b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan; 
c. pengendalian dan pemomaan penyelenggaraan kegiatan pert,endanaraan. 
d. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

(1) Bidang Pert>endaharaan dipimp,n oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas 

pokok merencanakan kegiatan operasional, melaksanakan penyusunan program 
dan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan perbendaharaan keuangan daeran. 

Paragraf 4 
Bidang Pert>endaharaan 

Pasal 25 

g meng~ mpun bahan pe'8~canaan keg1a1an. evaluasi dan laooran hasil kegiatan; 
h mengh,mpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan: 

1. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja: 
j. mengevatuasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di fingkup 

mgasnya serta mencari alternatif pemecahannya. 
k me!aksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub BtdangPenyuwnan dan 

Penelaahan Kebijakan Anggaran: 
1. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang·undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman da1am pe aksanaan tuga~: 
m. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan: 
n. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan unruk ke.anearan 

pelaksanaan tugas: 
o. menilai hasil ketja bawahan unruk bahan pengambangan karier 
p. melaporkan hasil petaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

q. melaksanakan \\!gas kedinasan lainnya yang dibarikan oleh atasan. 

I 

- • 

- 



daerah; 

h. memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan 
lainnya yang ditun1uk; 

memantau pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah 
Membayar (SPM) yang d,ajukan pengguna anggaran. 

mengatur dana y9ng dipertukan dalam pelaksanaan APBD· 

memantau pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP20); 
memantau pelaksanaan penerbitan daftar gaji satuan kerja perangkat daarah; 
menetapkan surat perintah pencairan dana; 

menetapkan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji; 

menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan; 
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinel'ja; 
melaksanakan pengawasan internal di hngkup tugasnya; 

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi pennasalahan di fingkup 
tugasnya serta mencari altarnatif pemecahannya· 

s. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Perbendaharaan; 

f. 

e. 
d. 

c. menyusun bahan laporan akuntabililas kinetja bidang parbenctaharaan yang akan 

dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Oinas 
Pendapatan. Pengalolaan Keuangan dan Asel Oaerah kepada Bupati; 
mengoordinas,kan penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah: 

mengkoordinasikan penyusunan sistem dan prosectur pangelolaan keuangan 
daerah: 
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan uang pada rekening kas 
umum daerah; 

g. memberikan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan investasi kas 

B,dang Perbendaharaan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

sebaga,mana dimaksud pada Pasaf 25, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. merencanakan program kerja Bidang Pertiendaharaan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas: 

b. merencanakan operasional Bidang Perbendaharaan betdasarkan skala prioritas 

dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas: 

Pasal 26 

b SuC> Bidang Betania Langs~ng 
c. Sun 81dang Pengeiolaas Kas Daarah. 

- i. 
§ 

j. 

k. 
I. 

m. 
n. 
0. 

p. 
q. 
r. 

- 



Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dip,mpin oleh seorang Kepata, 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut 

a. menyusun program ketja Sub B>dang Belanja Tidal\ Langsung <lan f'emlltayaan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. merencanakan operasiona! Sub Bidang Belanja TK!ak Langsung dan Pembiayaan 

beroasarkan skala prioraas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. menghimpun dan mengolah bahan evaluas, program dan kegiatan Sub BK!ang 
Belanja TK!ak Langsung dan Pembiayaan; 

d. menehti kelengkapan SPM Belanja Tidak Langsung; 

~ Pasal 28 

Pasal 27 

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok 

merencanakan kegiatan. rnetaksanakan. membagi tugas dan mengontrol kegiatan 

teknis dan administrasi penyele<1ggaraan perbendaharaan belanja tid3l< langsung 
dan pembiayaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokck sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 
BidangBelanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak LangsU119 dan Pembiayaan: 

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pemb,ayaan. 
c. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan 

Pembiayaan; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua, dengan tugas dan 

fungsinya. 

• - 

t rr-empe,aian. mernaharru dan me,aksana~ar peratuca- perur>dang-undangan yang 

berlla1tan dengan bidang tugasnya sebaga, pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
u memben saran oan pert,mbangan teknis kepada atasan; 
v membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

peiaksanaan tugas; 
w menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier 
x. melapoli<an hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan. 



(1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok merencanakan kegia.an. 

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan tekms dan administrasi 
penyefenggaraan perbendaharaan belanja langsung. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 
Bidang Belanja Langsungmempunyai fungsi : 
a. perencanaan keg,atan Sub Bidang Belanja Langsung: 

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung; 
c. pembagian pelaksanaan tugas Sub Bidang Belanja langsung; 

d pelaksanaan tugas lain yang dibetikan o!eh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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i. rnenyimpan dokumen yang berkartan dengan tugas pokok dan fungsinya· 
j. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan, 

k. menyusun bahan laporan akuntaoilitas kinelja; 

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasatahan di 
lingkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannya. 

m. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Belanja rrdak 
langsung dan Pembiayaan; 

n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

o. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
p. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
q. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d,benkan ofeh atasan, 

g melaksanakan dan menatausahakan penerbitan surat keterangan pemberhentian 

pembayaran gaji; 
n. menertlitkan daftar gaji satuan ketja perangkat daerah; 

e meiaxsanaxan oan menatacsanakan penertntan Sura: Penmah Pencairan Dana 

(SP20} bstarua tidak langsung· 

f melaksanakan rekonsiliasi belanja tidak langsung dan pembiayaan dengan SKPO 
terkait 

- 



(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok merencanasan 

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengonuol kegiatantekms dan 
administrasi penyelenggaraan pengelolaan kas daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas poko.k sebaqamana dimaksud pada Ayat (1 ). Sub 
BidangPengelolaan Kas Oaecah mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas Oaerah; 

b pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penge!olaan Kas Daerah: 

Pasal 31 

d. 
e. 

• f. - g, 

h. 

i. 

Sub Bidang Belanja langsung dip,mpin oleh seorang Kepala mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut 

a. menyusun program kerja Sub Bidang BelanJa Langsungsebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. merencanakan operasional Sub Bidang Belanja langsungberdasart<an sl<ala 

prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; 

c. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi l)fogram dan kegiatan Sub Bidang 
belanja langsung; 
menelit, kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM); 

melaksanakan dan menatausahakan penerbitan Surat Pennlah Peneairan Dana 
(SP20); 

menyimpan dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya· 

menghompun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil keg,atan; 
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja; 

mengevaluas, pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasa.ahan di 
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

j. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Belanja Langsung· 
k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

I. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

• n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan o!eh atasan. 

Pasa• 30 



e. 
f. 

g. 

h. 
i. 
j. 

k . 

• 
I. 

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daeran sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. merencanakan operasional Sub Bldang Pengelolaan Kas Oaerahberdasatkan 

skata prioritas dan dana yang cersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan togas· 

c, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Sub Bidang 

6J Pengelolaan Kas Oaerah; 

d. Pelaksanaan dan penatausahaan penempatan uang pada rekening umum kas 

daerah; 

melaksanakan dan menatausahakan investass kas daeran: 

menempalkan uang pada rekening umum kas daerah; 

melaksanakan rekonsihas, penerimaan pendapatan dan pengeluaran belan1a 

daerah dengan bank tempat rekening kas umum daerah; 

menyimpan dokumen yang oerkaaan dengan tugas pokok dan fungsinya· 

menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil keg,atan: 

menyusun bahan laporan akuntabditas kineija· 

mengevaluasi pe!aksanaan tugas dan mengmventarisasi permasalahan di 
lingkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

melaksanakan pengawasan internal d1 lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Kas 

Daerah; 
m. mempelajari, memahami dan metaksanaxan peraturan perundang-undangan yang 

berkaltan dengan bidang tugasnya; 

n. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

o. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada oawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas: 

p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier 

q. metaporkan hasil pelaksanaan tugas daniatau kegiatan kepada atasan: 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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e pembag,an petaksanaan tugas Sub B,dang Pengelo!aan Kas Daerah; 

d petaxsanaan togas la,n yang d.berikan oleh atasan sesuai dengan togas dan 

funqsmya. 



f. 

e 
d. 

c. 

Bidang Pengelolaan Aset dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mampunyai uraian lllgas seoagai berikut 
«. merencanakan program kelja Bidang Pengelolaa/l Ase! sebaga pedoman 

pelaksapaan lllgas; 
b merencanakan operasional Bidang Penge!o!aan Asel berdasart<an SK.Ila p~ 

dan dana yang tersedia sebaga, dasar datam pelaksanaan tugas: 

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang pengeloiaan aset yang akan 
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah kepada Bupati; 

menyusun program dan petunjuk teknis dalam lingkup tugasnya; 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang me6puti 
inventarisasi. penatausahaan. pendayagunaan dan penertioan aset daerah 
menyusun kebijakan teknis dalam lingkup llJgasnya· 

Pasal34 

a. perencanaan operasional kegiatanpengelotaan aset; 

b. penyelenggaraan kegiatanpengelolaan aset: 
c. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatanpengelotaan aset; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesua, dengan 

tugas dan fungsinya. 
(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang pengelo!aan aset 

membawahkan : 
a Sub Bidang lnventarisasi dan Penila,an Aset. 
b Sub Bidang Pendayagunaan Aset 
c Sub Bidang Penertiban Aset 

(2) Untuk melaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Bidang 

Per19elolaan Asetmempunyai fungsi : 

(1) Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas 

pokok merencanakan operasional, mengatur, mengelola. mengoordinasikan. 

mengendalikan. mengevaluasi dan melaporl<an Per19elolaan A.Set 

1 Paragraf 5 
B,dang Per19elo1aan Aset 

Pasal33 



g menyelenggarakan penyusunan bahan perse1ujuan sekrerans Daerah mengenai 

rencana kebutuhan barang milik daerah: 
h. menyelenggarakan penyusunan bahan Penetapan Bupati tentang penggunaan. 

pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan me&alui Sekretaris 
Oaerah: 

L menyelenggarakan penyusunan usulan pengajuan pemindahtanganan barang 
milik daerah yang memerlukan persecujuan OPRO. melalui Sekretaris Oaerah 

sebagai bahan Pengajuan Bupati kepada OPRO: 
j. menyelenggarakan penyusunan bahan persetujuan Bupati tentang usul 

pemindahtanganan dan penghapusan barang m~ik daerah sesuai batas 

kewenangannya, melalui Sekretaris Daeran; 
k. menyelenggarakan penyusunan bahan persetujuan Bupati tentang usul 

pendayagunaan dan penertiban barang milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan. melalui Sekreraris Oaerah: 
I. melakukan pelaksanaan pendayagunaan, penertiban, penghapusan. dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oteh bupati atau 
DPRD; 

m. menyelenggarakan dokumentas, kepemmkan barang daerah untuk kendaraan. 

tanah dan bangunan: 
n. menyelenggarakan penyusunan pe'aksanaan inventarisasi barang mmk daerah; 
o. menyelenggarakan pena:ausahaan serta menyiapkan banan dalam rangka 

pelaksanaan pengadaan barang sesuai kecemuan yang ber1aku; 
p. menyelenggarakan pencatatan hasil penerimaan barang daerah daJam Daftar 

Barang Milik Oaerah: 
q. menyelenggarakan penyajian dan menyampaikan da:a kebutuhan aset daeran; 
r. menyelenggarakan dokumentasi data pengaoaan aset daeran: 
s. menyelenggarakah administrasi perencanaan barang daerah dan aorrunetrasi 

pengha.pusan barang daerah; 
•. menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan barang mifik daerah ke dalam 

Oaftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut 
penggolongan dan kodefikasi barang, 

u. menyelenggarakan Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Karru lnventaris 
Barang A, B. C. 0. Edan F: 

v. menyelenggarakan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik 
daerah dalam Oaltar Barang Milik Oaerah (DBMD): 



w menyelenggarakan sensus barang mll,k daerah setiap 5 (lima) tahun sekafi untuk 
menyusun Buku lnventans dan Buku lnduk lnventaris beserta rekapttulasi barang 
mlbk pernenntan deerah; 

x. menyelenggarakan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan menjad• 

Laporan Barang Milik Daerah (LBMO); 
y. menyelenggarakan penghimpunan dan penelitian data inventaris barang dan aset 

daerah yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Daerarr 

z, menyelenggarakan penelitian secara fisik terhadap status barang inventans dan 

perubahan status barang inventaris· 

aa. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan l\etentuan can prosedur 
yang berlaku; 

bb. menyusun konsep Surat Keputusan tentang penghapusan barang· 

cc. menyelenggarakan pencatatan data barang bergerak dan tidak bergerak mll,k 

pemerintah daerah; 

dd. menyelenggarakan penyebaran Laporan Semesteran dan Tahunan Barang 

Daerah; 

ee. menyelenggarakan Evaluasi Daftar Hasil Pengadaan Barang Daerah; 

ff. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian penghapusan aset daerah; 

gg. menyusun kebijakan teknis penghapusan barang daerah: 

hh. menyelenggarakan sosialisasi keb,jakan penghapusan barang; 

ii. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menqmventarisasr permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya: 

»· melaksanakan pengawasan internal di lmgkungan Bidang Pengelo!aan Asel, 

kk. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang.....ndangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya: 

II. memberi saran dan pertimoangan tekms kepada atasan; 

mm. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk keJancaran 

pelaksanaan tugas; 

nn. menilai has,! kerja bawahan untuk bahan pengembangan kaner; 

oo. melaporkan hasil petaxsanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

pp. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Sub Bidang lnventarisasi dan Penilaian Aset dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai 
uraian tugas sebagai benkut: 
a. menyusun program kerja Sub Sidang lnventarisas, daf'I Pendaian Aset sebag-a-i 

pedoman pelaksanaan 1ugas; 
b. merencanakan operasional Sub Bidang lnventansasi dan Penfla1an Ase: 

berdasarkan skala pnoritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 
pelaksanaan tugas: 

c. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan lnventarisasi 

dan Penilaian Aset 
d. melaksanakan administrasi barang daerah. 

iii e. melakukan pendaftaran dan pencataien barang mli,< daerah ke dalam Da,'lar 
Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut 
penggolongan dae kodefikasi barang; 

f. Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kar:u lnventaris Barang A. B. C. O. 

Edan F: 
g. melakukan rekapitulas, alas pencatatan dan pendaftaran barang m1hk daerah 

dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD): 

h melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali un1uk 

menyusun Buku lnventaris dan Buku lnduk lnventaris beserta rekapnulasi barang 
milik pemerintah daerah; 

1. menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah: 

j. menyusun dan menghimpun faporan barang semesieran dan tahunan meniadi 
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD): 
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(1) Sub BIClang lnventarisasi dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokOK 
merencanakan kegiatan, melaksanakan. membagi tugas dan mengo.ntrol kegiatan 

1eknis dan administrasi pengelolaan lnventansasi dan Penilaian Asei. 

(2) Untuk metaksanakan tugas pokok sebagaimana d1maksud pada Ayat (1). Sub 

Bidanglnventarisasi dan Penilaian Aset mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegiatan Sub Bidanglnventarisasi dan Penila.an Aset; 

b. pelaxsanaan kegiatan Sub Bidanglnventarisasi dan Penilaian Ase~ 
c. pembagian pelaksanaan tugas keg:atan Sub Bidanglnventansasi dan 

Penilaian Aset; 
d petaksanaan tugas lain yang dibenkan o!eh atasan sesuai dengan tugas dan 

tungsinya 
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k ~ogkoordinas.Kan mventansasi data asez caeran: 
menghimpun can meneht, data inventaris barang dan aset daeran yang d,usulkan 

untuk d,hapus dari kekayaan Oaerah: 
m. meiaxukan penehtian secara fisik 1erhadap status barang inventaris dan perubahan 

status barang inventaris; 
n. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku; 
o. menyiapkan konsep Surat Keputusan tentang penghapusan barang: 
p. melaksanakan pencatatan data barang bergerak dan tidak betgera" milik 

pemerintah daerah; 
q. rnenyiapkan bahan penyebaran Laporan Semesteran dan Tahunan Barang 

Oaerah; 
r. melaksanakan Evaluasi Daftar Hasll Pengadaan Barang Oaerah: 

s. menyiapkan bahan administrasi penghapusan aset: 
t. melaksanakan penelitian dan pengkajian penghapusan aset daerah, 

u. menyusun kebijakan teknis penghapusan barang daerah. 
v. melaksanakan sosialisasi kebijakan penghapusan barang: 
w. melaksanakan penilaian dan penyusut.an aset daerah: 
x. mefaksanakan dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan. tanan dan 

bangunan; 
y. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja; 
z. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasa.ahan di lingkup 

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya· 
aa. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidanglnvemarsasi dan 

Penilaian Aset; 
bb. mempelajari, memahami dan rnetaksanasan peraruran perundang-undangan yang 

berkaitan dengan'bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: 

cc. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

dd membagi tugas dan memberi perunJu\c. xeoada oawahan unruk k~ancaran 
pelaksanaan tugas; 

ee. menilai hasil ketja bawahan untuk bahan pengembangan kaner 

ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/aiau keg•atan kepada atasan: 
99. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diben'l<an oleh atasan 



,. 

h. 

9 

e. 
f, 

menyiapkan bahan penyusunan. pedoman can petunjuk teknis pendayagunaan 

dan pemanfaatan aset daerah; 
menyiapkan bahan inventarisasi potensi kerjasama pernanfaatan aset daerah; 

menyiapkan bahan penyusunan kajian tentang analis.s peluang inveStas; 

pemanfaatan aset daerah, 

menyiapkan bahan ke,jama sama dengan SKPO terkait dan pihak lain da!am 
rangka pemanfaatan ase~ 

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventansas, permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya. 

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Pendayagunaan 
Aset; 

d, 

Sub Bidang Pendayagunaan Asel dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja Sub Bidang Pendayagunaan Asel sebaga, pedoman 

pelaksanaan rugas; 
b. merencanakan operasional Sub B,dang Pendayagunaan Aset berdasarkan skata 

prioritas dan dana yang terseoia sebagai dasar da!am pelaksanaan tugas; 

c. menghimpun dan mengo,ah bahan evaluasi program dan keg,atan Sub Bidang 

Pendayagunaan Aset; 
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(2) Untuk melaksanakan 1ugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 
BidangPengendalian dan Pemanfaatan mempunyai fungsi : 

a. perencanaan kegiatan pendayagunaan aset daerah; 
b. pelaksanaan kegiatan pendayagunaan aset daerah: 
c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pendayagunaan aset daerah. 

d, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan seseai dengan rugas dan 

fungsinya, 

(1) Sub Bidang Pendayagunaan Asel mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, melaksanakan, membag, tugas dan mengonlrol keg,atan teknis dan 

administrasi pendayagunaan aset daerah. 

Pasal 37 



Sub Bidang Penertiban Ase, d,pimpin o eh seorang Kepa.a mempunya, uraian wgas 

sebaqai berikut 
a. menyusun program ke~a Sub Bidang Penel'!!ban Asel sebaqai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. merencanakan operasional Sub Bidang Penertiban Aset berdasarkan skala 
prioritas dan dana yang tersedra sebagai dasar datarn pelaxsanean tugas 

c. menyusun kebijakan teknis,program dan petunjuk tekrus penertiban aset daerah; 

d. melaksanakan penertJban aset daerah; 

e. menyiapkan bahan penyelesaian masalah pengendafian. pemanfaatan dan 
tuntutan ganti rugi; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengenda~an terhadap aset daerah o!eh unrt 
kel)a di lingkungan Pemerintah Daerah: 
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(1) Sub Sidang Penertiban Aset mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, 
melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol kegia,an teknis dan admmisttasi 

penertiban aset daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi · 
a. perencanaan kegiatan penertiban aset daerah: 

b. pelaksanaan kegiatan penertiban aset daerah: 
c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penertiban ase! daerah 
d. pelaksanaan tugas fain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan rugas dan 

fungsinya. 
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J ~pe!a;an, memahamJ da.n me.aksanaxan peraturan pef1.lndaog-undangan yang 

berkaltan dengan bldang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan rugas; 
k membeti saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

I. membagi tugas dan membeti petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

petaksanaan tugas: 
m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan katier; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



(1) Bidang Al<untansi dipimpin oleh seorang Kepata dan mempunya, tugas pokok 
merencanakan operasional, mengatur mengelola. mengoordinasil<an. 

mengendalikan. mengevaluasi dan rne.aporkan Pengelolaan Keuangan 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang 

Akuntansi mempunyai fungsi : 

a. perencanaan operasional kegiatan Pengelolaan Akuotans. 
b. penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Akuntansi- 

c. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan Akuntansi; 

d. pelal<.sanaan tugas lain yang d\betil<.an o\et, atasan tangsung sesuar de(l\lan 

tugas dan fungsinya 

(2) Dalam menyelenggaral<.an tugas po~ol<. dan lungsi Bidang Akuntansi. 

membawahkan ; 

a Sub Bidang Pembukuan; 
b Sub Bidang Pengelolaan Data; 
c Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 

Paragraf 5 
B1dangAkuntans1 
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g mengornrol aset daeran sesua- kebutuhan dan peruntukkannya; 

h metaksanal<an pengamanan aset daerah; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingJ<up 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

j. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Penertlban Aset 

Oaerah; 

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berl<aitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam peJaksanaan tugas· 

I. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan: 

m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk keiancaran 

pelaksanaan tugas; 

n. ;menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasarr 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Bidang Akuntansidalam menyelenggara<an tugas poko,< dan lungs, sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. merencanakan program kerja Bidang Akuntansi sebagai pedoman pelal<sanaan 

cugas; 
b. merencanakan operasional BidangAkuntansi berdasarkan skaia prioritas dan dana 

yang cersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan cugas· 
c. menyelenggarakan penyusunan bahan laporan akuntabifrtas kinerja bidang 

Akuntansi yang akan dikoordinasil<an oleh Sekretarial sebagai 

pertanggungjawaban Kepala Sadan Penge10Jaan Keuangan dan Aset Oaerah 

kepada Bupati; 
d. menyelenggarakan penyusunan kebijakan tekn,s,program dan petunju.< teknis 

dalam Jingkup tugasnya; 
e. menyelenggarakan pengumpulan. pencatatan, penggolongan; penafsiran. 

peringkasan transaksi atau kejadian dalam pengelolaan keuangan dan aset 
daerah; 

f. menyelenggarakan penyusunan bahan pembukuan keuangan dan aset daerah; 

g. menyusun bahan pelaksanaan pencatatan mengenai realisasi pendapatan. 

belanja dan pembiayaan APBD serta aset daerah: 
h. menyusun bahan petaxsanaan sistem akuntansi keuangan daerah: 

,. menyusun bahan penyusunan neraca keuangan daerah; 
J. menyusun bahan pembukuan dan akuntansi anggaran; 

k. menyelenggarakan prosedur akuntansi penerimaan kas SKPKD; 

I. menyelenggarakan prosedur akunransi pengeluaran kas SKPKD; 

m. menyelenggarakan prosedur akunransi aset SKPKD; 

n. menyelenggarakan prcsecur akuntansi selain zas SKPKD· 

o menyelenggarakan keg1atan pengelo!aan potensi keuangan; 
P menyelenggarakan keg,a:an pencatatan dan pendokumenrasian keuangan; 
q. menyelenggarakan keg,atan pengolahan data keuangan; 

r. menyusun bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi adminisuasi 
keuangan; 

s. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan pengelo!aan sistem informasi 
administrasi keungan; 

I. menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengelolaan infonmasi administrasi 
keuangan; 
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' v bb. menyusun bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD: 
cc. menghimpun, menyusun dan mengelo!a data dan menyampaikan infoonasi yang 

berhubungan dengan evaluasi keuangan daerah: 

dd. menyusun bahan evaluasi laporan pertanggungJawaban pelaksanaan APBO, 
ee. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan keuangan 

daerah, 
ff. menyusun dan menganal1sa bahan laporan konsolidasi pelaksanaan APBD 

sebagai banan pertanggungiawaban pengelo!aan keuangan daerah: 

gg. menyelenggarakan penyusunan !aporan konsolidasi realisasi anggaran semester 

pertama dan prognosis 6 (enam) bulan oerikutnya: 

hh. menyelenggarakan penYt>sunan tapora» reafisasi anggaran pemerim:ah daerah; 

ii. menye!enggarakan penyusunan taporan arus kas: 

jj. menyelenggarak.tn penyusunan konsolidas, neraca daerah; 

kl<. menyelenggarakan Penyusunan konsolidasi catatan alas laporan keuangan 

pemenntah daerah: 

11. menyelenggarakan penyusunan laporan konsoncasi dar a tugas pemoanruan oan 

SKPO sebagai bahan penyampaian Bupaii ~epada Memeri Keuangan setiap 

triwulan, semester dan setiap berakhimya tahun anggaran. 

mm. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari atternatif pemecahannya; 

nn. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Akumansi: 

u menyelenggarakan kegia1an pemba•gunan dan pengembangan jannqan 

xomunikasr data· 
v. menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fain jaringan 

komunikasi data keuangan: 
w. menyusun bahanperumusan kebijakan teknis. program dan petu111uk teknis 

evaluasi dan pelaporan; 

x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keuangan daerah; 

y. menyelenggarakan pengumpulan. pencatatan, penggolongan. penafslraJ\. 

peringkasan transaksi atau kejadian dalam pelaksanaan APBD, 

2. menyusun bahan laporan keuangan pemerintah daerah secara penod1k, 

aa. menyusun bahan Japoran keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan 

daeran: 



Sob SidangPembukuan drosnoin oleh seorang Kepala. mempunyai ura.an n,gas 

sebagai berikut· 
a. menyusun program xerja Sub Bidang Pembuxuan setlaga1 ~oman pelal\safiaiifi 

tugas: 
b. merencanakan operasional Sub Bidang Pembukuan berdasat1<an skala pfioritas 

dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas: 
c. melaksanakan pengumpulan, pencatatan. penggolongan, penafsiran. peringkasan 

transaksi atau kejadian dalam pengelolaan keuangan dan aset claerah; 
cl. melaksanakan penyusunan bahan pembukuan keuangan clan ase1 daeran; 

e. menyiapkan bahan petaksanaan pencatatan mengenai reatrsasi pendapatan, 
belanja dan pembiayaan APBD serta aset caeran; 
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(1) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas pokok merencanakan kegia:an. 

melaksanakan. membagi 1ugas dan mengontrol kegiatan pernbukuan keuangan 

dan aset daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Aya1 (1). Sub 

Sidang Pembukuan mempunyai lungs, : 
a. perencanaan kegiatan pembukuan keuangan: 

b. petassanaan kegiatan pembukuan keuangan: 
c. pembagian pe!aksanaan tugas kegiatan pembukuan "euangan: 
d. pelaksanaan tugas lain yang dmenkan o eh atasan sesuai dengan tugas dan 

lungsinya. 
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oo mempeJa1an. memaham, dan melai<SanaKan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

pp. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

qq, membagi tugas dan memberi perunjuk kepada bawahan untvk kelancaran 

pe!aksanaan tugas: 

tt. menilai hasil keqa bawahan untuk bahan pengembangan karier: 

ss. melapot1<an hasil pelaksanaan wgas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

tt. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibetikan oteh atasan. 



(3) Sub BidangPengelolaan Data mempunyai rugas pokok merencanakan kegiatan, 

melaksanakan, membagi tugas dan mengontro' l(eg1a1an pengelolaan data 
keuangan. 

(4) Untuk metaksanakan tugas pokok sebagaimana dnnaksud pada Ayat (1). Sub 
Bidang Pengendalian Data mempunya, fungsi : 

a. perencanaan k.egiatan pengefolaan data keuangan dan aset daerah 
b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data keuangan dan aset daerah; 

c. pembagian pelaksanaan rugas kegiatan pengelofaan data keuangan dan 
aset daeran: 
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f menyiapKan bahan pe'aksanaan srsrem akuntansr keuangan daerah: 
g. meny,apkan bahan penyusunan neraca keuangan daerah; 

h. melaksanakan dokumentasi kepemihkan aset berupa kendaraan. tanah dan 

bangunan 
,. melaksanakan penyusunan bahan pembukuan dan akuntans, anggaran; 

j melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas SKPKO, 

k. melaksanakan prosedur akuntansi pengeluaran kas SKPKD; 

I. melaksanakan prosedur akuntansi aset SKPKO. 

m. melaksanakan prosedur akuntansi selain kas SKPKD: 

n. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiata/l: 

o. menyusun bahan laporan akuntabilitas kine,ja· 
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 5ngkup 

tugasnya serta mencari attematif pemecahannya; 
q. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bi<lang lnventarisasi dan 

Penilaian Aset: 
r. mempela;an, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan b'dang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas· 
s. memberi saran dan pert,mbangan teknis kepada atasan; 

t. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk ke:ancaran 
pelaksanaan tugas· 

u. menilai hasil ketja bawanan untuc banan pengembangan karier 
v melapolkan hasil pelaksanaan tugas dan/a:au keg,atan kepada atasan; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang d'llerikan oleh atasan, 



Sub Bidang Pengelolaan Data dip1mpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian rugas 

sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja Sub Bidang Pengelolaan Data sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas: 
b. merencanakan operasional Sub B'dang Pengelo!aan Data berdasarlcan Si<ala 

priorilas dan dana yang tersec.a seoaqai dasar daam pelaksanaan tugas; 
c. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan keg,atan Sul> Bidang 

Penge,olaan Data 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan potensi keuangan. 
e. melaksanakan Kegiatan pencatatan dan pendokumentas,an keuangan: 
f. melaksanakan keg,a:an pengolahan data keuangan: 
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi adm,n;strasi 

keuangan; 
h. menyiapkan eanan pelaksanaan pembinaan pengelolaan sistem inlormasi 

adrnirustras: keunga.n; 
1. metaksanakan kegiaian koordinasi pengelolaan informas, administrasi keuangan: 
J melaksanakan keg,a!an pembangunan dan pengembangan iaringan komunikasi 

data: 
k. melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lain Janngan 

kornunikasr data keuangan; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi pennasalahan d1 hngkup 

tugasnya serta mencari atternatif pemecahannya· 
m. metaksanaxan pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Pengendafian Data· 
n. mempelajan. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang 1ugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: 

o. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan: 
p. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas· 
q. menitai hasil kerja bawahan umuk bahan pengembangan karier; 

r, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 
s. metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan. 

Pasal38 

I 
pelaksanaan 1u9as lam yang diberr<an olen atasan sesuai dengan tugas dan 

tungsinya 

d 



pertanggungjawaban keuangan daeran 
h. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD. 

i. menghimpun, menyusun dan mengelola data dan menyampaikan infonnasi yang 
berhubungan dengan evaiuasi keuangan daerah; 

J. menyiapkan bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban petaJ<sanaan APBD· 

i<euangan daiam rangi<:a penyusunan laporan g. meny,apkan bahan 

Sub Bidang Eva.uasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian 

rugas sebagai benl<ut 
a. menyusun program keria Sub B1daog Evaluas, dan Pelaporan sebaga1 pedoman 

pelaksanaan rugas; 

b. merencanakan operasional Sub Bidang Evaluas dan Pelaporan berdasarkan skala 

priolitas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas: 
c. menyiapkan bahan penycsunan kebijaJ<an te~nis. program dan petunjuk teknis 

evaluasi dan pelaporan; 

d. metaksanakan penye!enggaraan evauas, dan pelaporan keuangan daerah. 

e. melaksanakan pengumpulan. pencatatan, penggolongan. pena!siran. peringkasan 

transaksi atau kejadian dalam pelaksanaan APB'.> 

f. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan pemenntah daeran secara 
periodik; 
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(1) Sub BidangEvaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mereocanakan 
kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis evaluasi 

dan pelaporan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi 
a perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan: 

b. pelaksanaan l<.egiatan evaluasi dan pelaporan; 

c. pembag,an pelaksanaan tugas kegiatan evaluasi dan pelaporan; 
d pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsmya. 
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pelaksanaan iugas: 

x menilai hasil keqa bawahan untuk bahan pengembaogan Kaner 

y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d1benkan 01011 atasan 

l melaksanakan pengawasan mterna. d hrgkungan Sub Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan: 

u. mempelajan. memahami can melaKsa..,a~an pera:Uran perundang-undangan yang 

berkattan dengan bidang tugasnya sebaqa: pedoman caism pe!aksanaan tugas· 

v. memberi saran dan pertimbangan tekms xepada atasan, 

w. membagi tugas dan memberi pe:unJW< keoaca bawanan untul< kelancaran 
• 

I< rnenyiapkan bahan monttoring. eva.uasr dan pelaporan penggunaan keuangan 

daerah: 
I. menyusun dan menganalisa bahan laporan konsolidasi pelaksanaan APBO sebagai 

bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah: 

m. melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi realisasi anggaran semester 

pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 

n. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. 

o. melaksanakan penyusunan laporan arus kas: 

p. melaksanakan penyusunan konsoliclasi neraca daeratr 

q. melaksanakan Penyusunan konsolidasi catatan atas laporan ke..angan pemerintah 

daerah: 

r. rnelaksanakan penyusunan laporan konsolidasi dana togas pembantuan dari SKPO 

sebagai bahan penyampaian Bupan kepada Menteri Keuangan setiap triwulan. 

semester dan sense berakhirnya tahun anggaran: 

s. mengevatuasi pelaksanaan 1ugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari aternatn pemecahannya· 



(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di hngkungan Dinas wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, fntegras1 smxrcmsas can simplifi:kas1. 

(2) Penye,enggaraan tugas pokok dan lungs, Dinas dilaksanakan oleh Kepala Bidang­ 

Kepala Bidang Kepa,a Sub B,dang-Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan 
Fungsionalmenu11Jt bidang rugasnya masing-masing. 

(1) Hal·hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan salu kesaluan yang &ia!. 
dapat dipisahkan. 

BAB IV 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Urn um 
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(6i Jenis dan jenjang jabatan fungsionaJ d,atur sesuai peraturan perundang-undar.gan 

yang berlaku. 

(5) Pembenlukan jabaran fungsional drtezapkan berdasari<an s,fa~ jerus. kebutuhan 

dan beban kerjanya. 

(4) Setiap ke!ompok jabatan fungsional d:pimpin oleh seorang tenaga lungsional 
senior yang ditunjuk di antara tenaga lungsional yang ada di lingKungan Dinas. 

(3) Kelompok jabatan fungsional ierd,n dari sejumlah tenaga dalam JEmjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai ke!ompok sesuai bidang keahliannya 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pol<oknya bertaoggung 

jawab kepada Kepala Badan:. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsiona, mempunya, tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan Dinas sesuai kebutuhan. 

Paragraf 7 

Kelompok Jabatan F ungsional 
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(2) Apabila Sekretans bematanqan Kepa.a Sadan capat menunjuk salah seorang 

Kepala Bidang sesuai bidang tugas carvatau kemampuan: 

(1) Sekretaris mewakili Kepala Sadan, apanda berhalangan caiam menjalankan tugas. 

Bag.an Ketiga 
Ha Mewa<ili 
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(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada 

ketemuan yang oerlasu. 

(2) Setiap pimpman satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dan 

wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing 

(1) Kepala Sadan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekrelans 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasa175 

~ 1 Seliap pnnpman satuan organ.sasi di fingkungan Dinas wajib memimpin dan 

membetikan b,mbmgan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 



(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Penge!olaan Keuangan dan 
Aset dioabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(1) Hal-hat yang belum cukup diatur catarn Peraturan mi sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur kemudian. • 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Penoapatan dan Befanja Daerah 

Kabupaten Bekasi. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasa,78 

(4) Keten:uan-ke:entuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang bertaku 

(3) Kepala Sadan wajib mempematikan pelaksanaan kenaikan pangka: dan gaji 

pegawai bawahannya sesuai peraturan perondang-unoangan yang berfaku 

(2) Kepala Sadan wajib melaksanakan pembinaan. pengawasan meleJ<at dan 
membuat Daftar Penila1an Sasaran Kinerja Pegawa1 (SKP) sesuai peraruran 

perondang-undangan yang berlaku. 

(1) Kepala Sadan diangkat dan dibethentikan o!eh Bupatf t>erdasar1«m cscren 

Sekretaris Daerah. 

BABV 

KEPEGAWAIAN 
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Hj. NENENG HASANAH YASIN 

' 
BUPATI 8EKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal d,undangkan 

Agar senap orang mengetaMumya. memenntahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya datam Betita Daerah 
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